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ABSTRAK : Proses Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor   Cabang Jayapura dapat 
dilakukan melalui: Jalur Litigasi, Penyelesaian  kredit bermasalah melalui  
jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan somasi, gugatan 
pengadilan, penyitaan, pelelangan dan jalur  non Litigasi, dimana 
penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dapat  ditemuh 
dengan cara rechsculding, rekstruturing, reconditioning. 
Kata Kunci : Kredit Bermasalah,Penyelesaian melalui Litigasi dan 
Non Litigasi. 
PENDAHULUAN.
Kredit yang berasal dari bahasa latin “credere”yang artinya “percaya” 
maksudnya kreditur percaya kepada debitur bahwa kredit yang disalurkan 
pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi debitur kredit 
berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk 
membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 
Oleh karena itu, untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur benar-benar 
dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank 
mengadakan analisis kredit. 
Pengertian kredit menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 
Tahun 1998 adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.   
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Kredit bagi suatu bank merupakan asset bank yang diberikan kepada 
masyarakat. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bagi 
bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lain.   dengan 
diberikannya kredit kepada masyarakat bank juga akan mendapatkan 
pendapatan lain seperti provisi kredit dan pendapatan admistrasi kredit. 
Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi industri 
perbankan. Disamping kredit memberikan kontribusi yang sangat besar 
bagi pendapatan bank, disisi lain kredit juga rawan akan gagalnya 
pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit 
bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Hal tersebut bisa 
terjadi bisnis perbankan dimana hampir mustahil bahwa semua kredit 
yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak 
bank akan menghadapi kredit bermasalah (non performing loan/NPL). 
Menurut pendapat Djohan Suryana, secara umum gejala-gejala 
kenapa kredit bank banyak yang macet antara lain kesalahan dalam 
rencana investasi, cash flow yang tidak seimbang, beberapa kali 
memperpanjang jatuh tempo kredit yang seharusnya sudah dilunasi,  dan 
menejemen perusahan yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. 
Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penaganan 
yang segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit 
macet yang jika presentasinya terus meningkat akan dapat 
mempengaruhui tingkat kesehatan bank khususnya Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR), yang merupakan salah satu jenis kredit yang banyak 
dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).Tbk Kantor 
Cabang Jayapura. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Tahap-Tahap Pemberian Kredit 
Adapun tahap-tahap pemberian kredit menurut H.Rachmat Firdaus 
(2003:91)  adalah sebagai berikut:
1. Persiapan Kredit
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Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 
mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. 
Biasanya dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang 
dikemukakan oleh bank antara lain tentang tata cara pengajukaan 
kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak 
calon debitur diharapkan adanya informasi secara garis besar tentang 
keadaan usaha,surat-surat perusahan,dan jaminan yang diberikan.
2. Tahapan Analisis Kredit
Dalam tahap ini diadakanlah penilaian yang mendalam tentang 
keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. penilaian tersebut 
meliputi  berbagai aspek pada umumnya terdiri dari aspek 
menagement dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek 
yuridis/hukum, dan aspek sosila ekonomi.
3. Tahapan Keputusan Kredit
Atas dasar laporan hasil analis kredit maka pihak bank  melalui 
pemutus kredit, memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak 
untuk diberikan   kredit atau tidak.
4. Tahapan Pelaksanaan dan Administrasi/Tata usaha Kredit
Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan 
kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan 
kredit dari calon peminjam maka kedua bela pihak menandatangani 
perjanjian kredit serta syrat-syarat umum pemberian kredit. 
Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata 
tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUH Perdata, meskipun 
perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi 
dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran 
umum yang terdapat dalam hukum perdata. Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-
Undang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah 
perjanjian Kredit ditemukan dalam instruksi Presiden Kabinet nomor 
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15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia 
Unit I nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 oktober 1966 yang 
menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 
memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mengunakan 
akat perjanjian kredit.28  Mariam Darus Badrul zaman, Berpendapat bahwa 
“perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (vooroverenkomst) 
dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari 
permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai 
hubungan antara keduanya (kreditor dan debitor). Penyerahan uang 
adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah 
ketentuan yang tertuang dalam modal perjanjian  kredit bank tersebut 
berlaku untuk kedua bela pihak.
Menurut hukum perjanjian, kredit harus ditulis  dan memenuhu 
syarat dan pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian, 
perjanjian secara lisan  sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena 
hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak 
yang membuatnya. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat 
mengacu pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang perbankan. Dalam 
pasal itu disebutkan, penyediaan uang atau tagihan berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara Bank dengan 
pihak lain. Dalam dunia moderen yang komplek ini perjanjian lisan sudah 
tidak disarankan untuk digunakan karena perjanjian secara lisan sulit 
dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjdi masalah dikemudian hari 
meskipun secara teori diperbolehkan. Perjanjian kredit merupakan ikatan 
atau alat bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus 
disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk 
mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian 
kredit. Dalam praktek Bank ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu :
1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan
Dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan 
dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur 
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untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja 
bank, biasanya bank sudah mempersiapkan formulir perjanjian 
dalam bentuk standard (standarfom) yang isi, syarat-syarat dan 
ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk 
perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk 
jenis akta dibawah tangan. Dalam rangka penandatangan perjanjian 
kredit. Formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disediakan Bank 
kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk 
diketahui dan dipahami mengenai ketentuan dan syarat-syarat dari 
ketentuan pemberian kredit tersebut.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang 
dinamakan akta ontentik atau akta notariil
Perjanjian ini disiapkan dan dibuat oleh seorang notaris namun 
dalam praktik semuanya syarat dan ketentuan perjanjian kredit 
disiapkan Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk 
dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat 
perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak 
dalam bentuk akta notaril atau akta ontentik. Perjanjian kredit yang 
dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta ontektik biasanya untuk 
pemberian kredit yang dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu 
menegah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, 
kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditor atau 
lebih dari satu bank).   
Penyelesaian Kredit Bermaslah Melalui Litigasi dan Non Litigasi
      Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap 
mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang 
telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau 
sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa kredit bermaslah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun 
demikian tidak semuanya kredit yang bermasalah adalah kredit macet.
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Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank indonesa telah 
mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit 
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR 
tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva produktif dan 
Pembentukan Cadangan atas Aktiva, Peraturan tersebut telah 
beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat keputusan Direksi Bank 
indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 mei 1993 tentang kualitas 
Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktifa 
produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 
Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas 
Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 21 november1998 Tentang 
Kualitas Aktiva Produktif.
     Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit 
bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:
1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) 
dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi peolehan lab dan 
pengaruh buruk bagi rentabilitas  bank.
2. Rasio kualitas aktiva produk atau lebih dikenal dengan BDR (bad 
dept ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi 
yang semakin memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva 
produk yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal 
ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan 
akan sangat berpengaru terhadap CAR (capital adequacy ratio)
4. Return On Assets (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah 
menurunya nilai kesehatan bank.
      Selanjutnya menurut Kasmir dalam bukunya  Dasar-Dasar 
Perbankan (2002:128),dalam praktiknya kemacetan suatu kredit 
disebabkan 2 unsur sebagai berikut:
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a. Dari pihak perbankan 
      Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti 
sehingga apa yang seharusnya terjadi,tidak diprediksi sebelumnya 
atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi 
kolusi dari pihak analis krdit dengan pihak debitur sehingga dalam 
analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.
b. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 
hal yaitu :
• Adanya unsur kesengajaan,Dalam hal ini nasabah sengaja 
untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibanya. Dapat 
dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar 
walaupun sebenarnya nasabah mampu.
• Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar 
akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai 
mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, kegagalan 
dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, 
sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.
     Sebagian kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini 
disebkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan 
suatu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan menjurus kepada 
kasus kredit bermasalah,sebenarnya telah bermunculan jauh 
sebelum kasus itu sendiri muncul dipermukaan. Apabila gejala 
tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara 
profesional sedini mungkin.ada harapan kredit yang bersangkutan 
dapat ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan 
terjadinya kredit bermasalah yaitu:
- Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- Penurunan kondisi keuangan perusahan.
- Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
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- Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- Penurunan nilai jaminan yang disediakan .
- Problem keuangan atau pribadi.
Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Litigasi
      Kredit Bermaslah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi 
karena debitur telah gagal atau menghadapai masalah dalam 
memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat 
diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak  sanggup 
membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank  
seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu  indikasi  potensial 
bahwa sebagian  maupun keseluruhan kewajibannya tidak mampu  
dilunasi  debitur.
Berdasarkan tingkat resiko, Kredit dalam pengawasan khusus (KDPK) 
dibedakan menjadi
1. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian Khusus (secial 
mention),dan 
2. Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diraguakan, 
dan macet (non performing loan)
Deteksi atas kredit bermasalah, khususnya KPR dapat dilakukan 
secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” 
yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat 
menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermaslah, 
karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, 
kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi 
kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit 
diragukan, atau bahkan kredit macet.
1. Subrogasi
     Adalah penggantian kedudukan pihak BTN KC.Jayapura 
sebagai kreditur kepada pihak ketiga berdasarkan Akta Notaris atau 
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dibawah tanggan, sehubungan pihak ketiga membayar semua 
hutang debitur kepada Bank BTN.
Biasanya diberikan kepada debitur yang sudah tidak memiliki 
kemampuan dan tidak menunjukan itikad baik dalam 
menyelesaikan kewajibannya.
Kebijakan :
a. Penetapan Nilai Subrogasi ditetapkan sama dengan nilai 
seluruh kewajiban debitur yaitu sebesar saldo posisi terakhir 
ditambah denda, dan bilamana calon debitur pengganti tidak 
memenuhi nilai tersebut maka nilai subrogasi dapat diberikan 
keringanan denda.
b. Dilakukan subrogasi dengan mengunakan Akta Kuasa Menjual 
selama Notaris/PPAT bersedia dengan syarat adanya surat 
keterangan dari Pejabat setempat (RT/RW lokasi agunan/lokasi 
alamat debitur) bahwa debitur tidak dapat ditemukan, dan juga 
diumumkan dimedia massa/elektronik mengenai rencana 
penjualan agunan.
Penjualan Agunan 
Adapun kesepakatan antara pihak Bank BTN dengan debitur 
bahwa untuk pelunasan kredit ditempuh dengan cara penjualan 
tunai atas agunan kredit.
Kebijakan :
a) Apabila debitur masi dapat dihubungi maka penetapan harga 
jual diserahkan kepada debitur sepanjang nilai seluruh 
kewajibannya dapat dipenuhi.
b) Debitur didalam memenuhi kewajibannya sehubungan dengan 
adanya penjualan tunai dimungkinkan untuk diberikan 
keringanan tunggakan bunga dan denda dengan mengacu 
kepada ketentuan yang berlaku.
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Penerbitan surat paksa 
      Penerbitan surat paksa diatur dalam pasal  56 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999, yang memiliki 
kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah 
melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya 
berdasarkan dokumen  kredit. dokumen pemberian hak jaminan, 
pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen 
lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutang talah terlebih 
dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk 
membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.
Penyitaan
      Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat 
Paksa, BPPN berwenag melakukan sita eksekusi atas seluruh 
kekayaan debitur termasuk yang berada dipihak ketiga kecuali 
barang-barang yang masi dibutuhkan untuk kelangsungan 
hidunya. Surat penyitaan harus  memenuhi syarat Pasal 58 dan 
dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan 
dituangkan dalam1 berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan 
diserahkan pada kantor pertahanan.
Penyelesaian Kredit Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL).
Sebelum Poses kredit melalui kantor KPKNL, terlebih dahuli 
Kredit memenuhi bebera Persyaratan yang telah diatur dalam pasal 
5 dan 6 ayat (5) PERDIRJEN 03/2010, yaitu  :
a. Salinan Perjanjian Kredit.
1 Wawancara dengan DB dan LS, (PAO unit Lelang  dan Legal PT.Bank Tabungan 
Negara KC.Jayaura),pada tanggal 4-8 Januari 2016 
Penyelesaian Krdit Bermasalah Melalui Azies Bauw
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 2, JULI 2016 234
b. Salinan Benda Jaminan berupa Sertifikat Tanah yang telah 
diikat Hak Tanggugannya (APHT)
c. Foto copy perincian hutang debitur.
d. Foto copy surat peringatan/pernyataan dari debitur yang 
menyatakan debitur wanprestasi.
e. Foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang 
kepada debitur.
f. Daftar barang yang akan dilelang.
g. Surat permohonan Lelang dari Kreditur/Bank kepada KPKNL.
h. Surat keputusan penunjukan pejabat Penjual.
     Persyaratan diatas wajib dipenuhi oleh Kreditur, sebelum 
pelaksanaan Lelang dilaksanakan, jika salah satu syarat tidak 
dipenuhi maka Lelang dianggap batal demi Hukum karena dalam 
tahapan proses tersebut untuk menghindari tindakan hukum dari 
pihak-pihak yang berkepentingan.
Setelah persyaratan Lelang dipenuhi oleh Kreditur, maka 
selanjutnya KPKNL akan menetapkan hari dan waktu Lelang, 
Adapun proses penyelesaian debitur wanprestasi secara Lelang 
adalah sebagai berikut :
1. Kreditur mengumumkan objek yang akan di Lelang kepada 
masyarakat umum sebanyak dua kali melalui selebaran dan 
media cetak dengan selang waktu 15 hari.
2. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan harga limit Lelang 
dan uang jaminan penawaran Lelang.
3. Uang jaminan penawaran Lelang ditetapkan minimal 20% atau 
sama dengan harga limit lelang (Vide pasal 32 PMK 93/2010)
4. Uang jaminan penawaran lelang paling lambat disetor peserta 
lelang ke Rekening KPKNL 1 hari sebelum pelaksanaan 
Lelang.
5. Kreditur/Penjual dapat melakukan pembatalan Lelang terhadap 
objek Lelang sebelum pelaksanaan Lelang dilakukan jika 
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debitur menyelesaikan tunggakan kredit dan atau melakukan 
pelunasan kredit (Vide pasal 24-28 PMK 93/2010) 
6. Penjualan,  Pejabat Lelang dan Peserta harus hadir di tempat 
Lelang pada saat pelaksanaan Lelang.
7. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi di sahkan 
sebagai pemenang Lelang/pembeli.
8. Pemenang Lelang harus melunasi harga sisa Lelang paling 
lambat 5 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang 
Lelang.
9. KPKNL wajib menyerahkan risalah Lelang sebagai bukti 
kepada pemenang Lelang setelah semua sisa lelang dilunasi.
10. KPKNL menyetor hasil bersih Lelang kepada Kreditur/Bank 
untuk menyelesaikan kredit atas agunan yang telah terjual atau 
laku lelang.
11. Debitur yang agunannya telah terjual wajib secara suka rela 
melakukan pengosongan dan meniggalkan agunan tersebut.
12. Bagi debitur yang tidak beritikat baik mengosongkan agunan 
maka kreditur bersama KPKNL dan pemenang lelang dapat 
mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri 
setempat.  
Semua proses tersebut diatas hanya  membutukan waktu 
kurang lebih 30 hari sehingga sangat efektif aman dan Legal secara 
hukum diterapkan di Bank BTN  KC.Jayapura dalam rangka 
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi (Debitur macet). 
Jika dibandingkan dengan metode penjualan agunan debitur  macet 
dengan surat kuasa menjual dengan metode buy back.
Pihak Bank BTN Jayapura selalu mengupayakan suatu kredit 
macet dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu penyelamatan 
kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih 
menguntungkan ke dua bela pihak dari pada bentuk penyelesaian 
lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka 
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akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik 
dan itu berarti akan mengurangi presentase NPL di BTN KC. 
Jayapura yang secara otomatis akan menurunkan PPAP 
(Penyisihan Penghausan Aktiva Produktiv). Pada saat NPL (Non 
Performing Loan) terbentuk Bank harus menagihkan biaya 
cadangan khusus  yang dibentuk berupa PPAP (Penyisihan 
Penghapusan Ativa Produktif) untuk mengantisipasi kerugian bank 
dan pada saat NPL (Non Performing Loan) berubah menjadi kredit 
dengan koletibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang 
dan keuntungan bank menjadi bertambah.
Sedangkan Penyelesaian kredit yang dilakukan melalui Proses 
Eksekusi  yang di laksanakn Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL)  adalah merupakan upaya terakhir yang 
dilakukan oleh pihak BTN KC.Jayapura apabila kredit bermaslah  
tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit melalui 
restrukturisasi.
Dari hasil pembahsan diatas dapat kita lihat penyelesaian kredit 
bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BTN KC. Jayapura 
adalah bersifat Non Litigasi yaitu Penyelesaian melaui internal Bank 
(restruturisasi) dan Penyelesaian melalui proses Litigasi atau 
Lelang (dilakukan oleh KPKNL).
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui  Non Litigasi
Penyelesaian melalui  Perundingan.
      Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah 
melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan 
memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan 
memperingan syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki 
kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu.Jadi tahapan penyelesaian 
kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masi 
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kooperatif dan dari prospek usaha masi feasible.  Penyelesaian kredit ini 
dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langka 
penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling 
utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur 
serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena 
penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan 
solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan 
restukturisasi. Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya Menajemen 
Perbankan (2005:83) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermaslah 
pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai 
berikut  :
Pendekatan praktis yang dilakukan oleh pihak BTN KC.Jayapura 
dalam  melakukan pengelolaan kredit bermasalah adalah denga cara 
mendeteksi sejak dini potensi timbulnya kredit bermasalah sehingga 
makin banyak peluang alternatif koreksi bagi pihak BTN KC.Jayapura 
dalam mencega timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian  kredit yang 
akan mempengaruhi kualitas dari  Aktifa  Produktif.
Berdasrkan hasil penelitian yang penulis lakukan upaya-upaya untuk 
penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut diatas 
khususnya KPR pihak BTN KC.Jayapura melakukan upaya restrukturisasi 
dan penyelesaian, pola-pola restrukturusasi kredit adalah sebagai berikut :
• Rescheduling
      Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertamana 
dari pihak bank untuk menyelematkan kredit yang diberikan kepada 
debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan 
penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak 
mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali 
angsuran pokok maupun bunga kredit.
      Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh 
kewajiban debitur. Misalnya,angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang 
semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah 
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jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan 
waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash 
flow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang 
mengalami kesulitan.
Dalam jadwal baru yang disepakati bersama,bisa berbentuk :
1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau 
jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga 
seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih menjadi panjang waktunya.
2) Besaran angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu 
angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara 
keseluruhan menjadi lebih lama.
3) kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap 
angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan 
perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit2.
• Reconditioning
      Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan 
kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh 
kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan 
telah dituangkan dalam perjanjian kredit WK.Perubahan kondisi kredit 
dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh 
debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.persyaratan yang 
diubah tersebuat antara lain sebagai berikut:
- Tingkat bunga kredit, misalnya dari sebesar 24% p.a diturunkan 
menjadi 21% p.a
- Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum 
dilakukan pencairan kredit (loan disbursement), antara lain harus 
direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, 
tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, 
persyaratan tersebut diperlukan atau bahkan ditiadakan sama sekali.
2 Wawancara dengan HT.  (staf pada penyaluran kredit  PT.Bank Tabungan Negara 
KC.Jayapura), pada  tanggal 15 Januari 2016
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- Jaminan Kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula yang harus 
diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa 
terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan 
dijaminkan ternyata bermasalah dalam hal keabsaan setifikat maupun 
beberapa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.
- Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada 
bank,misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit3 
yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara 
bersama-sama dalam satu perjanjian kredit)
- Menajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan 
analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang 
ditunjuk bank.Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalanya 
proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan 
yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka 
penyelamatan proyek.
- Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut diatas.
• Restructuring
      Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit 
yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi 
pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.Pembiayaan suatu proyek 
atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi 
sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.
      Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, 
yakni pinjaman bank (debt) 60% dan modal nasabah (equity) sebesar 40 
% sehingga debt to equity ratio adalah 60:40. Kemudian, karena kesulitan 
yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, 
nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun 
bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat 
sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat 
3 Ibid
Penyelesaian Krdit Bermasalah Melalui Azies Bauw
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 2, JULI 2016 240
dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat dipasar. Salah 
satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan 
mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan 
dengan beberapa alternatif sebagai berikut :
1) Bank memberikan tambahan kredit sehingga debt to equity (DIE ratio) 
berubah menjadi 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan 
menambah beban bagi debitur.
2) Nasabah menambah porsi equity-nya sehingga DIE ratio menjadi 
55%:45%.Akan tetapi masi dipertanyakan apakah nasabah memiliki 
dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan equlity tersebut.
3) Equlity ditambah sehingga DIE ratio berubah menjadi 
55%:45%.penambahan equlity tersebut bukan berasal dari modal 
nasabah,melainkan fresh cipital yang diberikan oleh bank.Dalam kasus 
ini,bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahan 
milik debitur karena dalam rangka rescue program.Menurut undang-
undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan,sebenarnya bank 
dilarang ikut dalam pernyataan saham pada perusahan nasabah, 
kecuali dalam proses penyelamatan kredit.
• Ahli Debitur.
Adalah merupakan pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur 
(berikut asset) kepada pihak  lain yang memenuhi ketentuan bank  yang 
berlaku.
Biasanya diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk 
melanjutkan pembayaran angsuran dan  untuk mengatasinya  debitur 
yang bersangkutan menginginkan dan/atau menyetujui untuk 
mengalihkan kewajibannya sebagai debitur KPR kepada pihak lain 
(calon debitur baru). Selain itu, diberikan kepada debitur sulit 
dihubungi/tidak menghuni dan telah dinyatakan raib oleh Pengadilan 
Negeri dan telah ada calon debitur pengganti atau dimungkinkan bank 
dapat melakukan ahli debitur tanpa sepengetahuan dan menghadirkan 
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debitur lama dengan Akta kuasa  Menjual sepanjang Notarsi/PPAT 
bersedia.
Kebijakan :
1. Dalam hal debitur lama dinyatakan raib, maka bank mewakili debitur 
dimaksud untuk menandatangani  akta-akta yang meliputi :
a. Perjanjian kredit baru dengan  debitur baru/pengganti, sehingga 
muncul nomor debitur yang baru.
b. Akta Notaris tentang Akta Pengakuan Hutang yang dibuat debitur 
baru.
c. Akta Notaris  tentang Akta  Kuasa Menjual.
d. Akta SKMHT yang dibuat debitur baru.
e. Akta jual Beli.
f. Akta Pengalihan  Hutang dan Jaminan.
(sebagai kuasa Debitur lama) setelah ada keputusan dari 
Pengadilan Negeri atau tanpa keputuasan Pengadilan Negeri 
dengan syarat harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri 
namun dimungkinkan bank dapat langsung melakukan Ahli 
Debitur dengan  mengacu pada Surat Edaran Direksi perihal 
Petunjuk Penyelesaian Agunan Kredit yang Ditelantarkan/Rumah 
Kosong.
2. Setelah penandatangana akta-akta tersebut diatas maka seluruh 
kewajiban (pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan  
tunggakan bunga) debitur lama  beralih ke debitur baru.
3. Apabila suku bunga kreditr  debitur lama merupakan suku bung 
subsidi, maka suku bunga kredit yang diberlakukan/dikenakan 
kepada debitur baru adalah sesuai ketentuan bank yang berlaku 
berdasarkan hasil analisa kemampuan penghasilan debitur.
•  Pengurangan Tunggakan Bunga Dan/Atau Denda
Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban 
pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total 
pembayaran tunggakan bunga  yang  belum  dipenuhi.
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Pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran 
dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran 
denda yang belum dipenuhi.
Biasanya  diberikan kepada debitur yang memiliki itikat baik, namun 
tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan. 
Sehingga perlu adanya keringanan berupa pengurangan tunggakan 
bunga dan/atau denda.
Kebijakan :
a. Nilai/besarnya keringanan tunggakan bunga/dan atau denda yang 
dapat diberikan kepada  debitur yang telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana kriteria diatas  mengacu pada pilar kemauan (P1) dan 
Kemauan (P2).
b. Penetuan nilai atau besarnya prosentase diskon dengan mengacu 















1 < 50 % 50% - 
100%
25% 50%
2 < 50% < 50% 30% 60%
3 50% s/d 100% 50% - 
100%
35 % 70 %
4 50 % s/d 100% < 50% 40% 80%
5 >100% 50% - 
100%
45% 90%
6 >100% < 50% 50% 100%
 Sumber data : PT.Bank Tabungan Negara Cab. Jayapura
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c. Apabila berdasarkan hasil  analisa kemampuan debitur dan potensi 
nilai recovery yang diterima bank, debitur  dapat diberikan diskon 
tunggakan bunga dan/atau denda melebihi perhitungan diatas, 
maka dapat  diberikan diskon maksimal sebesar kewenangan 
memutus pejabat pemutus sebagaimana diatur dalam Peraturan  
Direksi sendiri
d. Kewenagan memutus pemberian diskon tunggakan bunga dan/atau 
denda sesuai ketentuan  yang berlaku.
e. Untuk kasus Force majeur,  misalnya bencana alam, kebakarn, 
PHK, massal, besarnya diskon tunggakan bunga dan denda dapat 
diberikan  maksimal, sesuai kewenangan Kepala Cabang yang 
berlaku.4
f. Jika keringana tunggakan bunga dan/atau denda yang diajukan oleh 
debitur melebihi kewenangan kepala cabang, sepanjang kantor 
cabang meyakini bahwa debitur tidak mempunyai kemampuan 
untuk membayar  sesuai kewenangan  kepala cabang, maka kantor 
cabang dapat mengajukan kekantor Area atau Kanwil diman kantor 
cabang tersebut berada.
• Pengambilan  Asset Debitur (Set off)
     Adalah pengalihan/konversi kredit (aktiva  produktif) menjadi aktiva 
angunan yang diambil ahli atau aktiva lain-lain.
Biaya diberikan kepada debitur yang sudah tidak ada tetapi nilai 
agunan/asset masi dapat melunasi seluruh kewajiban kredit.
a) Penjualan agunan yang di set off sesuai Undang-undang Perbankan 
No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 
tahun 1992 (Pasal 12A) serta Perubahannya, harus dicairkan 
selambat-lambatnya dalam jangka  waktu 1 (satu) tahun, sehingga 
terhadap agunan tersebut harus diyakini prospek pasarnya.
4 Wawancara dengan S.D.S (Staf Consumer Collection and Ramidial Unit),pada tanggal 
07 Januari 2016.,
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b) Set Off  harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa 
menjual dari debitur kepada bank.
c) Pemberian kebijakan ini merupakan kewenangan direksi, untuk itu 
Kantor Cabang agar menyapaikan usulan/rekomendasinya kepada 
kantor pusat.
• Penurunan Suku Bunga  Kredit
     Adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang 
berlaku, Biasanya diberikan kepada debitur yang kooperatif dan nyata-
nyata mempunyai itikat baik untuk memenuhi  kewajibanya pada bank, 
namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
Kebijakan :
Kebijakan pemberian suku bunga kredit merupakan kewenangan Direksi 
yang diajukan oleh Kantor Cabang secara khusus per Kantor Puasat 
dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan analisa Cost and 
benfit bagi  bank.
• Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit.
     Adalah keringanan yang diberikan kepada debitur untuk membayar 
tunggakan pokok kredit kurang dari/lebih kecil tunggakan pokok kredit  
yang    seharusnya dibayar.
Biasanya diberikan kepada debitur kooperatif dan mempunyai itikat baik 
untuk memenuhi kewajibannya namun debitur belum memiliki 
kemampuan yang memadai, Selain itu debitur memiliki treck 
record/kinerja kredit yang baik, mislnya : rasio pembayaran angsuran 
terhadap total kewajiban angsuran atau menunggaknya debitur bukan 
dikarenakan karakter debitur.
Kebijakan :
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a. Pengurangan tunggakan pokok kredit yang hanya diberikan apabila 
debitur melunasi seluruh tunggakan pokok kredit yang tersisa dan 
meneruskan membayar angsuran secara rutin atas sisa kredit.
b. Pengurangan tunggakan pokok kredit hanya dapat diberikan setelah 
mendapat persetujuan pemilik (pemegang saham).
Apabila upaya restrukturisasi diatas tidak berhasil maka pihak Bank 
BTN  KC. Jayapura melakukan Upaya Penyelesaian Kredit dengan 
pola-pola sebagai berikut:
• Pelunasan Dengan Pengurangan Tunggakan Bunga Dan/Atau 
Denda.
Pelunasan adalah pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada 
bank yang dilakukan secara seketika, Pengurangan tunggakan bunga 
adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran  di bawah jumlah yang  
seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran dibawah jumlah yang 
seharusnya diatas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga 
yang belum dipenuhi.
pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban dibawah jumlah 
yang  seharusnya atas jumlah nilai total pembayaran denda yang 
belum terpenuhi.
Biasanya diberikan kepada debitur  yang mempunyai itikad baik 
namun tidak memiliki kemampua untuk membayar seluruh tunggakan, 
sehingga perlu adanya keringanan berupa pengurangan tunggakan 
dan/atau denda.
Kebijakan :
a. Penentuan nilai atau besarnya prosentase diskon dengan mengacu 
pada tabel sebagai berikut ;
Rasio Nilai Pasar 
Wajar Besarnya Diskon
Agunan/Sisa (Maksimal)
Pokok Kredit Tunggakan TunggakanDenda
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Bunga
< 50% 100% 100%
50% - 135% 50% 75%
> 135% 25% 50%
Sumber data : PT.Bank Tabungan Negara KC.Jayapura
b. Dalam pengajuan permohonan kepada/pimpiman Cabang, rasio 
kemampuan dan kemauan tetap disampaikan oleh Analisa sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
c. Apabila berdasarkan hasil analisis kemampuan debitur dan potensi 
nilai recovery yang akan diterima oleh bank debitur dapat diberikan 
diskon tunggakan bunga dan/atau denda melebihi perhitungan 
diatas maka dapat diberikan diskon maksimal sebesar kewenangan 
memutus dari masing-masing Pejabat Pemutus.
d. Untuk kasus Force majeur, misal bencana alam, kebakaran, PHK, 
besarnya diskon tunggakan bunga dan denda dapat diberikan 
maksimal.
e. Jika keringanan tunggakan bunga dan/atau denda yang diajukan 
oleh  debitur melebihi kewenangan Kantor Cabang, sepanjang 
diyakini bahwa debitur tidak punya kemampuan untuk membayar 




Proses Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Kantor   Cabang Jayapura dapat dilakukan melalui: 
Jalur Litigasi,      Penyelesaian  kredit bermasalah melalui  jalur litigasi 
dapat ditempuh dengan mengajukan somasi, gugatan pengadilan, 
penyitaan, pelelangan dan jalur  non Litigasi, dimana penyelesaian kredit 
bermasalah melalui jalur non litigasi dapat  ditemuh dengan cara 
rechsculding, rekstruturing, reconditioning. 
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